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BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 4.4 ,TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT( LUWU TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 5 Tohun 2010 tentang Pajak Hotel, Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, dan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hivuran,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak
Restoran, dan Pajak Hiburan:

; 24

Undang-UIndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembharan Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwwu Timur dan Kahupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4270); -

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287); j

Undang-Uncang  Ncmor . 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaha{aan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indones:a Nornor3355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);



10.

1.

12.

13.

14,

15.

‘Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana tclah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia 1ahun 2008 Nomor 59,
iTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 28 'Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

tdan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Nomor 5949);

'Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Leinbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
iNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
‘Pembagian Urusan Pemerirtahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Nomor 4737); '

iPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Serdiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah bebzrapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam™Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Vata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

Peraturan Daerah Xabupaten luwu Timur Nomor 5 Tahun :
2009 tentang Pokok-Pokok - Pengelolaan -Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kebupaterr Luwu Timur Tezhun 2009
Nomor 5);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu
Timur Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 28);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun
2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaen
Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29);

18/ Peraturan Daerah Kabupatern Luwu Timur Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaen
Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabuparen Luwu Timur Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

i
H

. Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

{

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
DAN PAJAK HIBURAN.

! :
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. .
Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Dinas adalah Dinias Pendapatan, Pengelolaan Keuangah dan Asset Daerah
Kabupaten Luwu Timur.

Kepala Dinas adala‘h Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuar.gan dan Asset
Daerah Kabupaten QLuwu Timur,

Pejabat yang dltUnJuk adalah Pejabat yang dlben tugas tertentu dibidang
perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh: orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapztkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha- maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas,i perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun,: firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk bacan lalnnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk uszha tetap

TR O
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15.

16.
17.

. 18.
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19.

20.

21.

22.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakar: oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah senginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajakﬂétas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia rnakanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mefcakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termaslik jasa boga, katerirg. '

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaran hiburan.

Hiburan adalah $emua. jenis; tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Bendahara Penerimaan adalah ‘pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangke pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah.

Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalahf pihak ketiga yang menerima
pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan
batuan, dan pajak hiburan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikerakan pajak.

Wajib Pajak adslah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perp~jakan
daerah. ‘ : i

Pajak yang terutan? adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak, dalamitahun pajak, atau dalam bagian tabun pajak sesuai dengan
ketentuan peraturah perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian egiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pzjak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung
pajak melunasi utamg pajak dan biaya penagihan paijak dengan menegur atau
memperingatkan,  melaksanakan penagihan  seketika dan  sekaligus,
memberitahukar.  surat paksa, mengusulkan  pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.

Penelitian adalah ' serangkaian kegiatan _yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

Penyidikan tindak pidana dibidang pernajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta inengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang  tindak pidana di bidang perpajakan
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. |
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Penyidik adalah pejabat pegawai riegeri sioil tertentu di lingkungan pemerintah
daerah yang diangkat uvleh pejabat vang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.

Surat paksa adalah surat perintah membayar utarg pajak dan biaya penagihan
pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/ptau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaaan untuk inenguji kepatunan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan
retribusi daerah.

Masa Pajak adalaj jangka waktu 1 (satu) bulan kal&nder atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk monghltung, menyetor, dan melaporkan .
pajak yang terutang. | |

Surat Pemberitahyan Pajak Daerah, yarg selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh wdjib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta
dan kewajiban s$esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang sclanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum dzaerah melalui
tempat nembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pdjak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetppan pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi admmlstratlf dan jumlan pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pagak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan. ‘

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada Lredit
pajak. '

Surat Tagihan Paja;k Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan?atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.
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35.

36.

37.

38.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapat pajak
daerah, surat ketetapan pajek daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak
daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat
ketetapan pajak daerah lebih tayar, surat tagihan pajak daerah, surat
keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.

Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
sure* pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat
ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat katetapan pajak daerah kurang
bayar tambahan, surat ketetapan pajak cdaerah nihil, surat ketetapan pajak
daerah lebih bayar, :atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang dra#ukan oleh wapb pajak. .

Banding adalah} upaya hukum yang dapat ditakukan wapb pajak atau penanggung
pajak terhada;b suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan
ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
surat keputusaq keberatan yang diajukan oleli wajib pajak.

Pembukuan adJ,lah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan:data dan .nformasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal penghasilan dan biaya. serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan. menyusun laporan keuangan berupa

" neraca dan laparan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

BAB I .
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Pasal 2

Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau objek
pajak kepada Bupati melalui Dinas.

Pelaporan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelaporan atas kegiatan usaha yang terdiri dari hotel, restoran, dan hiburan.

Pesal 3

Setiap wajib pajak mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan
ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak serta menyampaikan
kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh wapb
pajak pada Dinas.

.

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk wajib pajak
hotel dan pajak restoran harus disertai lampiran dokumen berupa : s

a. rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan; dan
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b. rekapitulasi. penggunaan berikut-tindasan ‘bon penjualan (bill) atau struck
cash register atau invoice dan/atau bentuk lain yang disamakan.

(5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk wajib pajak
hiburan harus disertai lampiran dokumen terupa :

a. rekapitulasi hasil penerimaan bulan bersangkutan; dan

b. struck/kafcis atau bentul lain yang disamakan yang telah diperforasi oleh
Dinas.

(6) SPTPD diangfap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib
" pajak dan ti Jak dilampirkan «eterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).
| BAB Il
| TARIF .
l! Pasal 4
(1) Tarif pajak hatel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

; Pasal 5
(1) Tarif pajak hilburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
(2) Khusus untuk Hiburan berupa diskotik, karaoke, klab malam, permainan
ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan ditetapkan
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

(3) Khusus Hiburan kesenian rakyat’tradlslonal tarif Pajak Hiburan ditetapkan
sebesar 10% (sepuluh persen)..

(4) Khusus Hiburan pagelaran busana, kontes kecantikan, pertandingan olahraga,
dan pameran, tarif pajak hiburan dltetapkan sehesar 20% (dua puluh persen).

BAB IV

TATA! .CARA PENERBITAN SPTPD, SKPDKB SKPDKBT, STPD,
SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, DAN SURAT KEPUTUSAN KEBI:RATAN

-

Pasal 6

(1) Instansi pemur{gut pajak dalam hal ini Dinas menerbitkan bentuk SPTPD sebagai
media wajib péjak dalam melaporkan, menghiturg, dan membayar sendiri pajak
terutang.

(2) Setiap wajib pajak, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri pajak terutang kepada Kepala Dinas dengan menggunakan
SPTPD. -~

(3) Setiap wajib pajak’iwajib menyampaikan SPTPD kepada Kepala Dinas paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. '

(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terutang kurang atau
tidak dibayar, dan SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka
waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis, Kepala Dinas atau Pejabat
yang ditunjuk menerbitkan SKPDKB.
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Dalam hal dxitemukan data baru dan/atau yang semula belum Terungkap yang
menyebabkan penambahan jumiah pajak yang terutang, Kepala Dinas atau
Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKBT.

Dalam hal terdapat kclebihah pembayéran paja'k terutang, maka diterbitkan
SKPDLB. -

SKPDKB, SKPDKBT, ditandatungani cleh Kepala Dinas atau pejabat yang
ditunjuk.

!

Kepala Dinas hapat menerbitkan STPD, apabila :
a. pajak dal%m tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dan

b. wajib pajék dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda.
BAB V

TATA CARA.PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,

| DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 7

Pembayaran pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan/atau Bank atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. »

Dalam hal pen‘bbayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
pajak disetor ‘ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh
empat) jam atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bupari.

Dalam hal wajib pajak melakukan penyeoran pada Bendahara Penerimaan,
terhadap SPTPD yang disampaikan wajib pajak dilakukan penelitian, dan
selanjutnya bendahara penerimaan renerbitkan SSPD untuk diberikan kepada
wajib pajak sebagai bukti nelunasan pajak.

Dalam hal wajib pajak melakukan penyetoran pada Bank atau tempat lain,
terhadap SPTPD vyang dilaporksn wajib ‘pajak ' dilakukan penelitian dan
disampaikan pada Bank yang ditunjuk, dan selanjutnya Bukti s2toran yang telah
divalidasi oleh Bank di sampaikan pada Bendahara Penerimaan untuk diterbitkan
SSPD sebagai blukti pelunasan pajak.

Pembayaran paﬁak terutang harus dilakukan dan disetor sekaligus.

Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya dari masa pajak yang terutang dengan menggunakan S5PD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Keterlambatan benyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2%
(dua persen) per bulan dari pckek pajak, dan maksimal keterlambatan 24 (dua
puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan menggunakan Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pacal 3.

Terhadap wajib pajak hotel dan pajak restoran yang bermitra dan/atau
mempunyai kerjasama dengan perusahaan, SSPD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagai bukti pelunasan pajak dapat diterbitkan terlebih dahulu
untuk digunakanisebagai kele'igkapan pencairan pada perusahaan.,

SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilunasi oleh wajib pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
diterbitkannya SSPD.



Pasal 9 ’

Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan
kepada wajib pajak untuk raengangsur pajak terutang atau menunda
pembayaran dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan, dengan dikenakan bunrga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pembayaran:angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang diatur sebagai
berikut :

a.

- kepada

wajib piljak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun
menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis

epala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan
fotocopy SKPDKB dan/atau STPD yang diajukan permohonannya;

permohonan sebagéimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima
Dinas paling lambat tujuh hari sebelum tanggel jatuh tempo pembayaran
yang telah ditentukan;

permohonan sebagaimana dinaksud paca huruf a, harus melampirkan
rincian ‘pajak terutang untuk masa pajak atau tahun pajak yang
bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya
permohonan; .

terhadap permohonan pembéyaran cecara angsuran maupun penundaan
pembayaran yang disetujui Kepala Dinas, dituangkan dalam Surat Keputusan
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;

.. pembayaran angsuran ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) kali angsuran

dalam jangka waktu selama 10 (seputuh) bulan terhitung sejak tanggal surat
keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan
alasan wajib pajak yang dapat diterima;

penundaan pembayaran ditetapkan. paling lama 4 (empat) bulan terhitung
mulai tanggal jatuh tempc pembayaran yang termuat dalam SKPDKB
dan/atau: STPD kecuali ditetaplkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan
wajib pajak yang dapat diterima;

penghituingan untuk pembayaran angsuran adalah sebagal berikut :

1. penghitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa
angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalai hasil pengurangan antara besaran sisa pajak
yang be'um atau ciangsur dengan pokok pajak angsuran;

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian dntara jumlah pajak
terutang yang akan diangsur, dengan jurrlah bulan angsuran;

4, bung% adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga
sebesar 2% (dua persen); dan

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adualah pokok
pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat
dibayar dengan angsuran ditambah_der.gan bunga sebesar 2% (dua persen).

penghitungan untuk penundaan pernbayaran adalah sebagai berikut :

1. penghitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang
yang akan ditunda yaitu hasil perialiarn antara bunga 2% (dua persen)
dengan jumlah bulan yag ditunda, dikalikan der.gan seluruh jumlah
utang pajak yang akar: ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dlbéyar adalah seluruh jumlah utang pajak

yang ditunda, ditambah dengan Jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan;
dan
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(1)

(2)

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat
jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

j. terhadap wajib pajak yang telah- mengajukan permohonan pembayaran
secara angsuran, . tidak dapat mengaiukan permohonan penundaan
pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama. -

| BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN|PENGIJRANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

Kepala Dinag atau.Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atas permohonan
wajib pajak dapat mengurangkan atau renghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, dendla dan/atau kenaikan- pajak yang terutang datam nal sanksi
administrasi | tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan
karena kesalahannya.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaim.ana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan terhadap :

a. sanksi administrasi bcrupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan
pembayaran pada masa pa;ak; dan

b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam
" surat ketetapan dan/atau STPD.:

Tata cara pengurangan atau penghépusan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :

a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas
atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

- jatuh tempo kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
tersebut|tidal dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

b. surat pefmohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicantumkan
alasan ypng jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan
karena lkesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan
ditandatangani wajib pajak;

c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Dinas atau Pejabat yang
ditunjuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau
denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara
menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi
tersebutidikurangkan atau dihapuskan;

d. wajib paﬁak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam sejak aisetujuinya permohonan; dan

e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk

1. menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa
sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk
kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas;

2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.

Rl
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(4)

Pengurangah atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat
(2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :

a. wajib pajak mengajukar. permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas
atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan seja’ surat
ketetapan diterima wajib pajak, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan
alasan yang jelas serta melampirkan .

1. sur? pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya; dan

2. surat ketetapan pajak yang menctapkan adanya kenaikan pajak
terutang.

Berdasarkan surat permohonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) hurtf b, dan ayat (4) huruf b, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk
segera meldkukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan wajib
pajak maupun lampirannya.

Pasal 11

Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan,
penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau pejabat
yang ditunjuk.

Dalam hal permohonan memertukan penczlitian dan pembahasan materi lebih
mendalam maka Kepala Dinas atau Pejabat melakukan rapat koordinasi untuk
mendapatkan masukan dan partimbangan yang dituangkan dalam laporan hasil
rapat pembahasan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi.’ S - :

Atas dasar | hasil penelitian administrasi, pejabat yang ditunjuk membuat
telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanisi administrasi untuk
selanjutnya |Imendapat persetujuan Kepa'a Dinas.

Dalam hal |telaahan disetujui, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan
Pengurangad dan penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat
Ketetapan atau STPD semula. R

Wajib pajalk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima surat keputusan pengurangan atau penghapusaif sanksi administrasi.

Dalam hal |telaahan ditolal, Kepala Dinas mererbitkan Surat Keputusan
Penolakan Panurangan dan peinghapusan Sanksi Administrasi..

Pasal 12

Bupati dalam hal ini Kepala Dinas karer.a jabatannya atau atas permohonan
wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak
benar, apabila terdepat : .-

a. data atau fakta baru vyang belum terungkap pada waktu
pemeriksaan/penelitian.  untuk menen:ukan besarnya pajak terutang
sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan
surat ketetapan atau pepgajuan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi teleh terlampaui; dan.
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b. data atau fakta bare yang belum terungkap disebabkan tidak
dipertimbangkannya pengajuan.keberatan atau pengajuan pembetulan surat
ketetapan atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi
akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan
melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan
pajak yangitercantum dalam surat ketelapan. :

(3) Pengurang n atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib
pajak dilakukan sebagai berikut : '

a. surat permohonan wajib pajak didukung olen data atau fakta baru yang
meyakinkan;

b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa
fotocopy :

1. Surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
2. DolJumen yang mendukung diajukannya permchonan; dan

3. Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti
penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi..

c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksiid pada huruf a, huruf b, ticak dapat dipertimbangkan dan berkas
permohonan dikembalikan kepada wajib pajax.

(4) P'enguréngain atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai
permintaan Kepala Dinas atau atas usulan dari pejabat berdasarkan
pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

(5) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
. permintaan/usulan karena jabatan, Kepala Dinas atau Pejabat melakukan rapat
koordinasi yntuk memtahas pengurangan atau penghapusan ketetepan pajak.

(6) Hasil pembahasan disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan uraian
pemandangan atau masukar, atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak,
selanjutnya] Kepala Dinas memberikan disposisi menerima atau menolak
pengurangan dan pembatalan «etetapan pajak.

(7) Dalam hal"f diterbitkannya Surat Keputusan pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak, pejabat segera melakukan :

a. pembatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan
ketetapan pajak yang baru yang tetap mengurangkan atau memperbaiki
surat ketetapan yang lama; ‘

b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama, dan
selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak
‘dibatalkan’ serta dibubuhi tandatangan dan nama pejabat yang
bersangkutan; -

c. memerintahkan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ketetapan pajak yang
baru; dan

d. terhacap surat ketetapan pajak yang dibatalkan disimpan sebagai arsip pada
administrasi perpajakan.

(8) Dalam hal diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak, maka surat ketetapan pajak yang: telah
diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan ini.
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BAB VII )
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 13

Wajib pajak dapat mengajukan permchonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran pajak kepada Kepala Dinas.

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disebabkan !adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke Kas
Daerah berdasarkan :

a. perhiturigan dari wajib pajak;

b. surat keputusan keberatan atau sural keputusan pembetulan, pembatalan
dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi;

putusan ]banding atau putusan peninjauar kembali;
kebijakaln peraberian pengurar.gan. keringanan, dan/atau pembebasan pajak
berdasar{kan peraturan perundang-undangan.

Permohonan wajib pajak, diajuken secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan
sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak. '

Dulam surat ipermohonan wajib pajak, harus dilampirkan dokumen :
a. identita§ penduduk/KTP pemohon (wajib pajak);

b.. SPTPD, untuk masa pajak vang menjaci dasar permohonan;

c. bukti pelunasan pajak (SSPD) yang divalidasi; dan

d. uraian perhitungan pajak menurut wajib pajak;

Pasal 14
Atas permoh; nan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Dinas
atau pejabal yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan

terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban
pembayaran |pajak daerah oleh wajib pajak.

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya | pearmohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus
memberikan keputusan. '

Dalam hal wj jib pajak mempunyai utang lainnya, kelebihan perabayaran pajak
langsung dipérhitungkan untuk melunasi utang pajak dimaksud.

Pengembaliah kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD.

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD, Kepala Dians atau pejabat
memberikan : imbalan bunga sebesar 2% setiap bulan atas keterlambatan
kelebihan pembayaran pajak. -~ '



Pasal 15

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat
Membayar kelebihan Pajak.

(2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti. :

-

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, remerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 31 Dosenber 2011

BUPZ LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
Pada tanggal 31 Desembey 20711

. Lt SEKRE'IMS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

e

BAHRI SULI
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